DORONG TRANSPARANSI BADAN PUBLIK,
KI SULBAR BENTUK PPID HINGGA TINGKAT DESA

Beri.id

Pemerintahan yang transparan merupakan salah satu visi -misi Gubernur Sulbar
Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. Olehnya Dinas Komunikasi
Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Pemprov Sulbar mendorong
terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga tingkat desa.
Kepala Diskominfo Pers Sulbar Mustari menjelaskan, langkah awal yang dilakukan untuk
menjalankan komitmen tersebut, melalui Komisi Informasi (KI) Sulbar melakukan
sosialisasi Keterbukaan Informasi dengan melibatkan para kepala desa, LSM, APDES]I,
Camat, OPD serta Ormas, Kamis, 12 Juni 2025.

Sosialisasi ini sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kabupaten Polman dan
Majene, kemudian lanjut di Mamuju berlangsung 12-14 Juni 2025. Mustari menjelaskan,
sosialisasi ini bertujuan terbangun pemahaman yang sama terkait keterbukaan informasi
publik demi tumbuhnya demokrasi yang sehat. Ia mengucapkan hakikatnya demokrasi
kalau masyarakat kritik dan pemerintahnya responsif. Namun perlu digaris-bawahi bahwa
badan publik dalam menyediakan informasi perlu dibekali pemahaman tentang arus
informasi sesuai perundang-undangan, termasuk jenis informasi yang dikecualikan. Ia
menjelaskan bahwa ada informasi yang dikecualikan, ada informasi yang memang harus
terbuka. Bahkan ada informasi yang harus disediakan secara berkala. Sebab itu
pentingnya kehadiran PPID untuk memberikan pelayanan atas permintaan informasi yang
diterima badan publik berdasarkan aturan perundangan-undangan.

Sementara itu, Ketua KI Sulbar Muhammad Ikbal melalui sambutannya
menjelaskan, sebagaimana tema kegiatan sosialisasi ini, “Setiap Orang berhak
memperoleh informasi publik sesuai ketentuan perundang undangan,” menekankan
pentingnya memahami keterbukaan informasi sebagaimana dalam Undang-Undang No.
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini, kata Ikbal,
memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses
informasi yang ada di badan publik. Ia mengungkapkan bahwa sebagian kita menganggap

keterbukaan informasi adalah membongkar dapur kita. Namun ketika memahami betul
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UU 14 ini maka Keterbukaan membantu kita untuk tidak lagi mendapat sorotan publik.

Lanjut Ikbal, kuncinya adalah hadirnya PPID. la menjelaskan bahwa nilai plusnya, PPID

membantu kita dalam memproses keterbukaan informasi yang benar dan tepat. PPID

mengatur arus informasi yang keluar dari pemberi informasi kepada pemohon informasi.

Sumber berita:

1. https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/06/12/dorong-transparansi-badan-publik-ki-
sulbar-bentuk-ppid-hingga-tingkat-desa/, Dorong Transparansi Badan Publik, KI
Sulbar Bentuk PPID Hingga Tingkat Desa, 12 Juni 2025;

2. https://kabarsulbar.com/wujudkan-visi-misi-gubernur-ki-sulbar-bentuk-ppid-hingga-
tingkat-desa/, Wujudkan Visi Misi Gubernur, KI Sulbar Bentuk PPID Hingga Tingkat
Desa, 12 Juni 2025.

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, pada Pasal 1 angka 2, 3 dan 4 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan
Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri. Sedangkan Komisi Informasi adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi.

. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tersebut, maka setiap Orang berhak memperoleh

Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh
Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-

Undang ini; dan/atau
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d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik
disertai alasan permintaan tersebut. Selanjutnya detiap Pemohon Informasi Publik
berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ni.

3. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang tersebut, Badan Publik berhak menolak memberikan
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi Publik yang tidak dapat
diberikan oleh Badan Publik tersebut adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan
usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, maka Badan Publik wajib
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang tersebut, Setiap
Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik
tersebut meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik tersebut dilakukan
paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik
tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam
bahasa yang mudah dipahami.

6. Sesuai Pasal 10 Undang-Undang tersebut Badan Publik wajib mengumumkan secara
serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik tersebut disampaikan
dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah

dipahami.

Catatan Berita UIDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/Ringga Haryo Handoko



7. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Badan Publik wajib

menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a.

daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak

termasuk informasi yang dikecualikan;

. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan

Publik;
perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang

terbuka untuk umum;
prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat; dan/atau
laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

8. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang tersebut, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat,

dan sederhana setiap Badan Publik:

a.
b.

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat,
mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik

yang berlaku secara nasional.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut dibantu oleh pejabat

fungsional.
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